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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Membicarakan  suatu  masalah  hukum,  tidak  akan  terlepas  dari  perjalanan  awal  dan 

 

perkembangannya. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam ilmu pengetahuan hukum, kita 

mengenal adanya “aliran sejarah” yang memiliki pemikiran bahwa hukum tidak dibuat, tetapi 

tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. 

 

Perkembangan perbankan secara umum, termasuk di dalamnya bagian hukum perbankan, 

maka terdapat hubungan yang erat sambung-menyambung atau hubungan yang tidak terputus 

antara hukum perbankan yang sekarang dengan hukum yang telah lampau.Perkembangan itu pula 

yang menggambarkan hukum terus berubah.Tumbuhnya, berubahnya, hingga hilangnya suatu 

lembaga hukum yang ditentukan oleh berbagai macam faktor yang ada pada masyarakat, meliputi 

faktor ekonomi, politik, agama, dan teknologi. 

 

Munculnya dunia perbankan sebenarnya sudah terlihat di zaman Babylonia sekitar tahun 

2000 SM. Lembaga ini dikenal dengan Temples of Babylon yang mengarah pada unsur-unsur 

minimal dari keberadaan suatu bank berupa pinjam-meminjam logam berharga (emas dan perak) 

dengan membebankan bunga pinjaman
1
. 

 

Seiring perkembangan zaman, akhirnya lembaga perbankan muncul di Indonesia pada 

zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 10 Oktober 1827 M De Javasche Bank NV 

 

 
1
 Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.5 . 

1 



2 
 
 

 

didirikan, diikuti oleh De Algemene Volskrediet Bank pada tahun 1934 dan De Postpaar 

Bank yang didirikan pada tahun 1889
2
. 

 

Seraya pada perjalanan sejarahnya, setelah Indonesia lepas dari masa penjajahan, 

perkembangan perbankan pada periode awal di mulai dari saat proklamasi sampai terbentuknya 

kelanjutan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Sentral di Indonesia, melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia
3
. De Algemene 

Volkscrediet Bank pada zaman kemerdekaan berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia sedangkan 

De Postpaar Bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 tentang Perubahan 

Undang-Undang Postpaar Bank ( Staatsblad1934 Nomor 653 Tahun 1937 Nomor 176 dan 197 

dan 1941 Nomor 295) dinamakan Bank Tabungan Pos dan kemudian berubah menjadi Bank 

Tabungan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan 

Negara
4
. 

 

Setelah krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia ini, maka pembangunan di bidang 

ekonomi lebih dititik beratkan lagi yang berimplikasi pengembangan deregulasi aturan dalam 

bidang ekonomi yang berpengaruh kepada semakin luasnya kesempatan masyarakat melakukan 

kegiatan di bidang ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal.Namun deregulasi ini juga 

mempunyai dampak negatif, yakni bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan 

peraturan hukum yang berakibat pada pelanggaran hukum yang diikuti oleh sanksi baik secara 

perdata maupun pidana.
5 

 
 

 
2
Ibid. hlm. 7.  

3
 Muhammad Djumanha, Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 55 

. 
4
Chainur Arrasjid, op.cit. hlm. 8.  

5
J.Soedradjadjiwandono, Sejarah Bank Indonesia Periode: 1997-1999 Bank Indonesia Pada Masa 

Krisis Ekonomi Moneterdan Perbankan, (Jakarta:Bank Indonesia, 2006), hlm. 134-135. 
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Perbankan yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia, 

mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
6
Di dalam sistem 

hukum Indonesia, segala bentuk praktek perbankan bedasarkan kepada prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila dan tujuan negara Indonesia dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7
. 

 
Table 1.1 

 

DataFraud yang Paling Merugikan di Indonesia 
 

NO  Jenis Fraud  Jumlah Kasus Persentase 

     

1. Korupsi (corruption)  178 77% 

     

2. Penyalahgunaan aktiva/ 41 19% 

 kekayaan organisasi (asset   

 misappropriation)    

    

3. Kecurangan  Laporan  Keuangan 10 4% 

 (financial statement Fraud)   

      
Sumber: https://acfe-indonesia.or.id, diakses pada 12 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB. 

 
 
 

 

Dari data tersebut, tingkat tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 terjadi 

dan terungkap menjadi berita bagi masyarakat luas, dengan modus-modus tindak pidana yang 

beragam.Hal ini sungguh membuat khayalak merasa miris dan prihatin lantaran di saat hidup 

dirasakan sangat sulit, banyak orang yang mencari jalan instan dengan memanfaatkan jabatan 

 
 
 

 
6
 Lihat dalam Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.  
7
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003, 

hlm. 14 . 

https://acfe-indonesia.or.id/
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atau melalui kolusi dengan oknum karyawan/pegawai bank. Uang rakyat dengan gampangnya 

dirampok dalam jumlah yang besar
8
. 

 

Berdasarkan data tindak pidana perbankan di atas, dapat dipastikan tidak sedikit jumlah 

korban potensial maupun korban nyata yang terkena dampaknya.
9
 Bank, sebagai sebuah badan 

hukum atau korporasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. 

Namun dalam perkembangannya, bank semakin menunjukkan sisi negatif, baik merupakan hasil 

perbuatan orang dalam bank maupun orang-orang yang berkaitan erat dengan bank, yang 

merugikan tidak hanya masyarakat luas tetapi juga ketidakstabilan perekonomian negara serta 

memperburuk citra industri perbankan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, 

korporasi menjalankan usahanya demi mendapatkan modal balik dan meraup keuntungan, namun 

dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut acapkali korporasi melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan khalayak umum
10

. 

 

Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank (crimes 

against the bank) perlu mendapat perhatian khusus. Tindak pidana “orang dalam” sangat erat 

kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa 

orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal 

maupun eksternal (regulator).Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan 

bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan 

internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi 

lebih tinggi. 

 

 
8
 Gatot Trihargo, 2016, Survai Fraud Indonesia, https://acfe-indonesia.or.id/survei-Fraud-indonesia, 

diakses pada 11 Agustus 2018 pukul 19.44 WIB . 
9
Mandala Manurung.Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004), 

hlm.55 .  
10

Ibid . 

https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia
https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia
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Kasus Bank Century yang membuktikan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia.Hal ini terungkap setelah Lembaga Penjamin Simpanan hendak 

mengucurkan dananya kepada Bank Century, namun jumlahnya membengkak dari yang 

seharusnya.Berdasarkan hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-

Undang tentang Bank Indonesia oleh DPR.Fungsi pengawasan perbankan yang tadinya dipegang 

oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, kini dipisahkan. Ide tersebut datang dari konsultan asal 

Jerman Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada 

waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak 

mengawasi bank sehingga dibentuklah OJK yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini diharapkan secara komprehensif akan 

mengatur dan mengawasi jasa keuangan di sektor, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lain
11

. 

 

OJK sendiri merupakan suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan 

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 

dan penyelidikan
12

. Berdasarkan pengertian tersebut, tugas pengaturan dan pengawasan OJK 

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, diatur lebih lanjut dalam pasal 7 huruf a, 

huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan.Pengaturan dan pengawasan tersebut meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, dan 

aspek kehati-hatian bank. 

 
 
 
 
 

 
11

Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legalisasi Indonesia. Vol.9 Tanggal 3 Oktober 2012.hlm.45-46.  

12
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. 
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Menurut G.Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, Fraud atau kecurangan 

adalah penipuan kriminal yang bermaksud memberi manfaat keuangan kepada sipenipu
13

. 

Sedangkan Menurut Amin Widjaja, Kecurangan (Fraud) adalah penipuan yang disengaja, 

umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian
14

. 

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh satu 

atau lebih individu antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, 

atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang 

tidak adil atau tidak sah. 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 108 kasus tindak pidana perbankan 

selama hampir dua tahun.Paling banyak jenis kasus Fraud di perbankan adalah kasus kredit, 

diantaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya. Anggota Dewan 

Komisioner OJK atau selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Nelson Tampubolon dalam 

acara Sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti Fraud, 

mengatakan, kegiatan operasional perbankan memiliki kompleksitas tinggi terhadap 

penyimpangan, baik secara administrasi dan mengarah pada tindak pidana atau Fraud. Nelson 

menyebut data kasus yang telah dilimpahkan bidang pengawas perbankan ke departemen 

penyidikan OJK.Totalnya ada 108 kasus dalam kurun waktu 2014-2016. Jumlahnya sebanyak 59 

kasus di 2014, lalu turun di 2015 menjadi 23 kasus, dan sebanyak 26 kasus hingga kuartal III-

2016.Pelaku Fraud biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan 

dengan penanganan kegiatan operasional perbankan. Fraud di perbankan banyak terjadi di Bank 

 

 
13

G .Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, Fraud Auditing and Forensic 
Accounting,https:// books. Google.co.id, diakses pada 16 November 2018, pukul 20.24 WIB. 

14
 Amin Widjaja, Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus,(Jakarta,  Harvarindo, 2012), 

hlm.1 . 

http://news.liputan6.com/read/2468160/perusahaan-asal-yunani-kena-tipu-bermodus-email-fraud?source=search
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Perkreditan Rakyat (BPR), 80 persen tutup karena Fraud. Anggota forum anti Fraud dapat 

bertambah dari jumlah saat ini sebanyak 40 bank umum.Kegiatan forum ini lewat sosialisasi dan 

edukasi dapat mencegah terjadinya tindak pidana perbankan, yang dapat berimplikasi besar 

mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
15 

 

Berdasarkan deskripsi tentang permasalahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan 

di atas, maka penulis ingin membuat suatu pembahasan lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang 

berjudul PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK 

 

PIDANA PENIPUAN DI BIDANG PERBANKAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
Fiki Ariyanti, 2016, Dalam 2 Tahun, Ada 108 kasus Kejahatan Perbanakanhttp:// bisnis. liputan6. Com /read 

/2651413/dalam-2-tahun-ada-108-kasus-kejahatan-perbankan.diakses pada 6 Juli 2018, Pukul 21.31 WIB . 

http://news.liputan6.com/read/2468160/perusahaan-asal-yunani-kena-tipu-bermodus-email-fraud?source=search
http://news.liputan6.com/read/2468160/perusahaan-asal-yunani-kena-tipu-bermodus-email-fraud?source=search
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B. Rumusan Masalah 

 

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas. Maka permasalahan yang hendak dijawab dalam 

 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana pengaturan kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya pencegahan 

tindak pidana penipuan di bidang perbankan? 

 
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam pencegahan tindak pidana 

penipuan di bidang perbankan? 

 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya 

pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan. 

 

b. Mengetahui  dan  menjelaskan  peranan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam 

 

pencegahan tindak pidana penipuan di bidang perbankan. 
 
 
 
 
 

D. Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah: 

 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum. 

 
b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

khususnya tentang kebijakan kriminal Indonesia dalam pencegahan tindak pidana di 

bidang perbankan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup penelitian 

hanya membahas tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan tindak pidana 

penipuan di bidang perbankan. 

 
 

 

F. Kerangka Teori 
 

 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis
16

. 

 

1. Teori Peranan 

 

Menurut Soerjono Soekanto, perananan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu 

peranan yang mencakup tiga hal, yaitu
17

: 

 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; 

 
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi; 

 
c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

 
16

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004). hlm.124 

. 
17

 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) ,hlm. 234. 
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Sedangkan konsep tentang peran (role) menurut Komarudin ialah
18

: 
 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh management; 

 

b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; 

 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; 

 

d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya; 

 
e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 
 
 
 
 

2. Teori Pencegahan Tindak pidana 

 

Teori pencegahan tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah 

 

atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana. Menurut A. Qiram Samsudin, 

dalam kaitannya untuk melakukan tindakan pencegahan adalah mencegah tindak pidana 

lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang 

memuaskan atau mencapai tujuan
19

. 

 

Selanjutnya Bonger berpendapat, cara menanggulangi tindak pidana yang terpenting 

adalah: 

 

a. Pencegahan tindak pidana dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam 

arti sempit; 

 
 
 
 
 
 

 
18

 Komarudin, Ensiklopedia Menegement,( Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.234. 
19

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis dan Hukum, 
(Yogyakarta: Liberti, 1985), hal. 46 . 
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b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap tindak pidana dengan 

berusaha menciptakan : sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 

sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik; 

 
c. Mencegah tindak pidana dengan pengawasan dan patroli yang teratur; 

 

d. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi tindak 
 

pidana pada umumnya
20

. 

 

Tindak pidana perbankan yang terus meningkat saat ini, mengakibatkan perlunya 

penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perbankan 

tersebut. Pengawasan pun menjadi salah satu alternatifnya.Tindakan pengawasan terhadap 

bank ini pun dipandang sangat penting guna memelihara kepercayaan masyarakat 

(nasabah) terhadap bank itu sendiri serta agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia. Pengawasan bank terdiri 

atas tiga unsur pokok, yaitu: 

 
a. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator; 

 

b. Pengawasan internal oleh manajemen, dan 

 

c. Pengawasan oleh masyarakat (market dicipline). 

 

S. Sundari Arie mengutarakan bahwa alasan klasik perlunya pengaturan pengawasan 

terhadap perbankan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu
21

: 

 
a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem 

pembayaran dan kliring; 

 
 
 

 
20

 Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, (Jakarta:PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15 .  
21

Sundari Arie, Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani 
Tindak Pidana di Bidang Perbankan, yang dimuat dalam Majalah Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 
Nomor Perdana,(Jakarta:Bank Indonsia,2017), hlm 20 . 
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b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, 

berkenaan dengan operasional perbankan; 

 
c. Sifat dari perjanjian bank. 

 

Mengingat pengawasan terhadap bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan 

luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut 

dilaksanakan secara terus-menerus oleh Bank Indonesia maupun lembaga lainnya seperti 

Otoritas Jasa Keuangan pada saatnya nanti. Adapun berbagai kelemahan dari Bank 

Indonesia dalam memberikan pengawasannya terhadap setiap Bank haruslah diperbaiki 

dengan meningkatkan segala kemampuannya agar tercapainya tujuan dari Bank Indonesia 

yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta untuk mencegah dan 

memberantas segala hal tentang tindak pidana perbankan. 

 

 

3. Teori Penegakan Hukum Pidana 

 

Satjipto  Rahardjo  menyatakan  penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk 

 

mewujudkan keinginan- keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-

Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.
22 

 

J.B.J.M. Ten Berge meyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau 

dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu
23

: 

 

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin memberikan ruang bagi perbedaan 

interpretasi. 

 
2. Ketentuan perkecualian harus di batasi secara manimal. 

 

3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif 
 

 
22 SatjiptoRahardjo,MasalahPenegakanhukum,(Bandung: SinarBaru,1983),hlm24 .

  
23 Abdul Kadir Muhammad, op.cit .hlm. 126 .

 



13 
 
 

 

dapat di tentukan. 

 

4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan 

mereka yang di bebani tugas pengekahan hukum. 

 

Dalam kerangka penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Dimana 

tahapan ini di pengaruhi sedikitnya oleh lima faktor penegakan hukum pidana itu sendiri, 

yaitu: 

 

1) Hukum (Undang-Undang) atau penerapkan hukum. 

 

2) Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. 

 
3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

 

4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 

 

5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup.
24

 

 
 
 

3. Teori Penyebab Terjadinya Kecurangan (Fraud) 

 

1. Fraud Tringle 

 

Fraud Triangle dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 

merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai penyebab kecurangan yang ia 

dapatkan dari hasil mewawancarai 200 orang yang pernah melakukan 

kecurangan atau Fraudster. Terdapat tiga faktor yang sering kali menjadi 

penyebab kecurangan yaitu: 

 
24

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,(Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2007),hlm5 . 
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1. Pressure (Tekanan) 

 

Menurut SAS Nomor 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum 

terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu: 

financial stability, external pressure, personal financial need, dan 

financial targets. 

 
2. Opportunity (Kesempatan) 

 

Menurut SAS Nomor 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan 

kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan 

kecurangan yaitu: nature of industy, ineffective of monitoring, dan 

struktur organisasional. 

 
3. Rationalization (Rasionalisasi) 

 

Menurut SAS Nomor 99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur 

dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan 

tersebut serta keadaan total aktual dibagi dengan total aktiva. 

 
2. Fraud Scale 
 

Teori ini merupakan perkembangan dari teori Fraud Triangle. Dalam teori ini 

 

dapat mengetahui kemungkinan terjadinya tidakan Fraud atau kecurangan dengan 

cara mengamati tekanan, kesempatan dan integritas pelaku yang akan melakukan 

 

Fraud. Fraud Scale mempunyai tujuan untuk mengukur terjadinya pelanggaran etika, 

kepercayaan dan tanggung jawab. Kecurangan atau Fraud ini biasanya mengarah 

pada penipuan laporan keuangan. 

 

3. Teori Gone 
 

Teori  Gone  merupakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Bologna  pada  tahun 
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1999.Dalam teori ini terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya Fraud, yaitu: 

 

1. Greed (keserakahan) yang berkaitan dengan keserakahan potensial 

 

2. Opportunity (kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi yang terbuka 

sehingga dapat membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan. 

 
3. Need (kebutuhan) adalah suatu tuntutan kebutuhan individu yang harus 

terpenuhi. 

 
4. Exposure (pengungkapan) berkaitan dengan kemungkinan diungkapkannya 

serta sanksi hukum yang menjerat. 

 
 
 
4. Teori Diamond 

 

Teori  ini  merupakan  perkembangan  dari  teori  Fraud  triangle.Teori  diamond 

 

adalah  teori  yang  menunjukkan  hubungan  antara  empat  elemen  yaitu  incentive 

 

(dorongan) yang tidak sesuai, opportunity (kesempatan) untuk melakukan 

kecurangan, adanya rasionalization (pembenaran) atas tindakan kecurangan yang 

disebabkan oleh keserakahan dan tuntutan kebutuhan, serta adanya capability 

 

(kapabilitas) atau pemahaman detail mengenai sistem organisasi sehingga 

memudahkan pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan dalam organisasi 

tersebut. 

 

 

5. Teori Pentagon 

 

Teori ini merupakan perluasan dari teori triangle, yang dilakukan oleh Crowe pada 

 

tahun 2011 melalui penelitiannya. Menurut Crowe, Fraud timbul karena lima faktor, 

 

yaitu Preassure (tekanan), Opportunity (kesempatan), Rationalization ( rasionalisasi) 
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yang  sama  dengan  teori  triangle,  yang  ditambah  dengan  dua  faktor  lain   yaitu 

 

Competence ( kompetisi) yang serupa dengan capability dalam teori diamond, dan 

 

Arrogance (arogansi) yang merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan 

merasa bahwa pengawasan internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk 

dirinya. 

 

Berdasarkan uraian teori- teori tentang Fraud di atas, penulisakan menggunakan 

teori Fraud triangle untuk menyelesaikan rumusan masalah yang akan dibahas. 

 
 
 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga 

 

penelitian  lapangan.  Metode  yuridis  empiris   yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang 
 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat
25

. 
 
 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

 

sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang rill 

dan fungsional dalam kehidupan nyata
26

. 

 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan 

yaitu: 

 

a. Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Approach) 
 
 
 

 
25 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15 .

  
26 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,2007), hlm. 51 .
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Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji perbandingan penerapan anti Fraud di 

negara lain. Dalam penelitian akan melakukan perbandingan dengan beberapa 

ketentuan yang ada dan juga dengan sistem hukum negara lain yang memiliki 

kemiripan penerapan sistem perbankan dan pengawasan anti Fraudnya. 

 

b. Pendekatan Perundangan-Undangan (Statute Approach) 

 

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan 

tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi 

data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan 

Perundang-Undangan, dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 
c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

 

Melalui pendekatan ini akan melakukan pencarian kasus-kasus yang akan 

dianalisa kasus-kasus Fraud di bidang perbankan yang terjadi di Indonesia. 

 

d. Pendekatan Sosiologi (Sosiological Approach) 
 

 

Pendekatan sosilogis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum 

sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang 

nyata
27

. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh 

pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai 

keterangan dari objeknya langsung, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. 

 
 
 
 
 

 
27

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1969), hlm. 51. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dari data primer 

 

dan data skunder. 

 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang 

terkait dengan permasalahan yang akan di bahas
28

. Sumber data di peroleh dari 

lapangan secara langsung dengan wawancara kepada informan dari Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 
2. Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data 

pelengkap sumber data primer. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum yang terdiri dari: 

 
1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Peraturan Perundang-

Undangan,catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan 

putusan hakim
29

. 

 
2. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik 

para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi
30

. 

 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : 

 

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum; 

 

2. Makalah-makalah 

 

3. Jurnal ilmiah 

 

4. Artikel ilmiah 
 
 

 
28

Aminuddin,Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30 . 
29

Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm 141 . 
30

Ibid, hlm 142 . 
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3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini 

bahan hukum tersier yang digunakan meliputi : 

 
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 

b. Kamus hukum 

 

c. Situs internet yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan 

dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Perbankan 

 
 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 

 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran Peraturan Perundang-

Undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan 

dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi
31

.Teknik pengumpulan data yang 

mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi 

kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang 

dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys
32

. 

 

Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu 

studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari 

pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan 

maupun literatur atau sumber-sumber lainnya. 

 
 
 
 

 
31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 109 .

  
32 Peter Mahmud Marzuki, op.cit. hlm 21.
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5. Lokasi Penelitian 
 

 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Korwil 

Palembang yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 36, Ilir Timur II, Kota 

Palembang, Sumatera Selatan. 

 
 
 
 

6. Teknik Pengambilan Sampel 

 

Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik 

 

purposive sampling. Purposive sampling atau penarikan sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel 

berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 

a) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri-ciri utama populasi; 

 
b) Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang 

paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; 

 
c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan. 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk 

mewakili sampel, yang dalam hal ini terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan. 
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7.  Analisis Data 
 

 

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan 

menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti 

berdasarkan kualitas serta kebenarannya 
33

. 

 
 

 

8. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil analisa dan interpretasi data 

 

secara sistematis yang dilengakapi dengan saran-saran
34

.Pengmbilan kesimpulan selalu 

didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.Kesimpulan didasarkan 

pada data yang dikumpulkan dan diolah. Pengambilan kesimpulan yang baik akan 

mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33

Ibid, hlm. 35.  
34

  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 121. 
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